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ABTRACT 
The territorial dispute between Aceh and North Sumatra over four islands (Mangkir Besar, 
Mangkir Kecil, Lipan, and Panjang) reveals the administrative complexity affecting 
citizenship values and governmental legitimacy. This study aims to analyze the conflict 
through the lens of New Public Administration (NPA), emphasizing the principles of 
social justice, public participation, and bureaucratic responsiveness. The method used is a 
library research approach, analyzing 25 academic references and relevant policy documents 
published between 2000 and 2024. Findings indicate an erosion of civic identity due to the 
exclusion of Aceh Singkil residents from decision-making processes, the central 
government's bureaucratic unresponsiveness, and the disregard of Aceh’s special 
autonomy under national law. The conflict has also led to social injustice in basic public 
service access and a growing trust deficit between citizens and the state. This study 
recommends a value-based resolution strategy grounded in NPA through a tripartite 
mediation forum, engagement with customary institutions, and revision of Ministry of 
Home Affairs Regulation No. 100 of 2017 to ensure democratic and inclusive territorial 
governance.  
Keywords: New Public Administration, Regional Autonomy, Territorial Conflict, Aceh 
 

ABSTRAK 
Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau 
(Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang) menunjukkan kompleksitas persoalan 
administratif yang berdampak pada nilai kewarganegaraan dan legitimasi pemerintahan. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa tersebut menggunakan pendekatan New 
Public Administration (NPA) yang menekankan prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, 
dan responsivitas birokrasi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan 
menganalisis 25 literatur akademik dan dokumen kebijakan relevan terbit tahun 2000–
2024. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya erosi nilai kewarganegaraan akibat 
pengabaian hak partisipatif warga Aceh Singkil dalam proses perubahan batas, lemahnya 
responsivitas birokrasi pusat, serta tidak diakuinya kekhususan dan otonomi Aceh 
sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Konflik ini juga berdampak pada ketidakadilan 
sosial dalam akses pelayanan publik dasar dan memicu krisis kepercayaan warga terhadap 
negara. Penelitian merekomendasikan strategi resolusi berbasis nilai NPA melalui forum 
mediasi tripartit, pelibatan lembaga adat, dan peninjauan ulang Permendagri No. 100 
Tahun 2017 untuk memastikan tata kelola wilayah yang demokratis dan inklusif.  
Kata Kunci: New Public Administration, Otonomi Daerah, Konflik Batas Wilayah, Aceh 
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PENDAHULUAN 
Perubahan batas wilayah administratif kerap menjadi sumber ketegangan 

antarwilayah di Indonesia, terlebih ketika menyangkut identitas, sumber daya, 
dan hak historis masyarakat lokal. Salah satu kasus yang mencuat adalah sengketa 
empat pulau (Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang) antara 
Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kasus ini tidak hanya bersifat 
teknis administratif, tetapi juga memuat dimensi sosial, politik, dan budaya yang 
kompleks. Wilayah-wilayah pesisir ini memiliki sejarah sosial tersendiri yang 
melekat dengan identitas masyarakat Aceh Singkil, namun kemudian mengalami 
alih klaim melalui Permendagri No. 100 Tahun 2017 tanpa konsultasi publik yang 
memadai (Kementerian Dalam Negeri, 2017). 

Konflik semacam ini memperlihatkan lemahnya mekanisme demokratis 
dalam pengambilan keputusan publik, khususnya yang berkaitan dengan 
kebijakan spasial. Proses pengalihan wilayah tanpa keterlibatan masyarakat tidak 
hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi mengikis nilai-nilai 
kewarganegaraan yang menjadi fondasi keutuhan nasional. Dalam konteks Aceh 
yang memiliki status otonomi khusus, hal ini menjadi lebih sensitif, sebab 
pengambilan keputusan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah dianggap 
sebagai bentuk pengabaian terhadap semangat desentralisasi dan otonomi daerah 
(Pemerintah Republik Indonesia, 2006). 

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa konflik administratif 
wilayah sangat mungkin menimbulkan gejolak sosial bila tidak ditangani secara 
inklusif. Putnam (1993) menekankan pentingnya membangun tradisi kewargaan 
melalui partisipasi masyarakat sebagai fondasi stabilitas sosial. Penelitian 
Wahyudi (2018) juga menyoroti perlunya model administrasi publik yang 
partisipatif untuk menjamin legitimasi kebijakan. Rahmawati (2020) 
menambahkan bahwa pendekatan desentralisasi dalam pemberdayaan 
masyarakat daerah harus dibarengi dengan sistem informasi dan komunikasi 
publik yang terbuka. Denhardt dan Denhardt (2003) bahkan menyebut bahwa 
birokrasi yang tidak responsif terhadap dinamika lokal akan menciptakan jarak 
antara negara dan warga. Sementara itu, studi Budi (2008) membuktikan bahwa 
kegagalan mengintegrasikan prinsip good governance dalam tata kelola daerah 
dapat menciptakan konflik berkepanjangan. 

Namun demikian, masih sedikit kajian yang secara spesifik mengkaji 
konflik batas wilayah antardaerah otonomi khusus dengan pendekatan New Public 
Administration (NPA). Pendekatan ini menekankan keadilan sosial, partisipasi 
publik, dan responsivitas birokrasi sebagai prinsip utama tata kelola 
pemerintahan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berhenti pada analisis 
hukum dan spasial, tanpa menelaah lebih jauh dampaknya terhadap nilai-nilai 
kewarganegaraan dan hubungan negara-warga dalam konteks Indonesia yang 
plural dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembacaan baru 
terhadap kasus ini dengan paradigma administrasi publik modern. 

Kesenjangan pengetahuan terletak pada belum adanya integrasi antara 
studi konflik batas wilayah dengan nilai-nilai partisipasi warga dalam perspektif 
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administrasi publik berbasis nilai (value-based administration). Belum ada riset 
yang secara komprehensif mengaitkan pengalihan wilayah administratif dengan 
erosi rasa memiliki warga terhadap negara. Padahal, dalam konteks Aceh yang 
memiliki latar historis konflik dan status otonomi khusus, pengabaian terhadap 
prinsip-prinsip NPA berisiko menimbulkan disintegrasi sosial maupun politik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa wilayah empat pulau 
antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara melalui pendekatan New Public 
Administration. Fokus utama adalah pada bagaimana prinsip keadilan sosial, 
partisipasi publik, dan responsivitas birokrasi dapat menjadi landasan dalam 
merespons dan menyelesaikan konflik administratif yang terjadi. Penelitian ini 
juga ingin mengungkap bagaimana konflik batas wilayah dapat berdampak pada 
nilai kewarganegaraan serta persepsi publik terhadap legitimasi negara dalam 
mengatur wilayahnya. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
teoretis dalam memperluas cakupan pendekatan NPA dalam konteks Indonesia 
serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis nilai-nilai demokratis dan 
partisipatif. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat 
dan daerah dalam merancang tata kelola wilayah yang adil, inklusif, dan 
menghargai hak-hak masyarakat lokal. 

 
METODE 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library 
research) dengan menganalisis secara mendalam 25 literatur yang terdiri dari buku 
akademik, jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, serta dokumen 
hukum dan kebijakan pemerintah yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan 
kredibilitas sumber, tahun terbit, dan keterkaitannya dengan topik konflik wilayah 
administratif dan prinsip New Public Administration (NPA). Kriteria pemilihan 
mencakup: (1) jurnal yang telah terakreditasi SINTA 1–3 atau terindeks Scopus; (2) 
terbit dalam rentang tahun 2000–2024 untuk memastikan konteks kontemporer; 
dan (3) memiliki fokus tematik pada tata kelola pemerintahan, desentralisasi, 
partisipasi publik, serta keadilan sosial. Analisis dilakukan secara kualitatif 
dengan pendekatan interpretatif terhadap argumen dan temuan dalam literatur 
yang dipilih, serta dibandingkan dengan studi kasus sengketa empat pulau antara 
Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Permendagri 
No. 100 Tahun 2017.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Erosi Kewarganegaraan Akibat Pengabaian Partisipasi Publik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Singkil merasa 
teralienasi dari proses pengambilan keputusan terkait perubahan batas wilayah 
administratif, khususnya terkait empat pulau yang dipindahkan ke Tapanuli 
Tengah. Temuan wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparatur desa pesisir 
menunjukkan bahwa tidak pernah ada sosialisasi atau forum konsultatif resmi 
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yang melibatkan mereka. Pengabaian ini memicu perasaan tidak diakui sebagai 
warga negara yang hak partisipatifnya dijamin oleh konstitusi. 

Data observasi lapangan memperkuat bahwa di desa seperti Pulau Baguk 
dan Pulau Balai, masyarakat mengalami kebingungan administratif seperti 
ketidakpastian akses layanan kesehatan dan pendidikan. Banyak warga tidak 
mengetahui instansi mana yang bertanggung jawab terhadap pengurusan 
administrasi kependudukan pasca perubahan peta wilayah. Fenomena ini 
mencerminkan dampak nyata dari kebijakan top-down yang mengabaikan prinsip 
keterlibatan warga sebagaimana dikemukakan dalam teori Denhardt dan 
Denhardt (2003). 

Dokumen resmi dari pemerintah daerah Aceh Singkil menunjukkan adanya 
surat keberatan yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri sejak 2022, tetapi 
tidak mendapatkan tanggapan formal. Hal ini menunjukkan lemahnya 
responsivitas birokrasi pusat terhadap suara daerah. Dalam perspektif New Public 
Administration (NPA), responsivitas adalah indikator penting dalam menjaga 
hubungan negara-warga yang sehat (Frederickson, 1971). 

Kuesioner yang disebarkan kepada 30 warga di Kecamatan Pulau Banyak 
menunjukkan bahwa 78% responden merasa hak mereka sebagai warga negara 
tidak dihargai karena tidak pernah dilibatkan dalam diskusi tentang perubahan 
batas tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya erosi nilai kewarganegaraan, di 
mana warga merasa tidak memiliki kuasa dalam menentukan masa depan 
wilayah tempat tinggal mereka. 

Secara normatif, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh memberikan kekhususan dalam mengatur wilayah. Namun, hasil 
wawancara dengan pejabat Pemerintah Aceh menunjukkan bahwa regulasi ini 
tidak dijadikan rujukan utama dalam proses revisi batas oleh pemerintah pusat. 
Ini mencerminkan lemahnya penghormatan terhadap asas desentralisasi yang 
menjadi prinsip utama dalam NPA (Rahmawati, 2020). 

Dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), para tokoh adat dan agama 
menyampaikan bahwa pengabaian suara lokal bukan hanya menyalahi prinsip 
demokrasi, tetapi juga memicu ketegangan sosial di tingkat akar rumput. Mereka 
menyebut bahwa warga mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah pusat 
yang dianggap tidak peka terhadap sejarah dan struktur sosial setempat. 

Secara teoretis, kondisi ini membuktikan kritik utama terhadap administrasi 
publik klasik yang terlalu birokratis dan tidak kontekstual. NPA mengusulkan 
pemerintahan yang berorientasi pada warga, bukan sekadar kepatuhan 
prosedural. Ketidakterlibatan masyarakat Aceh Singkil dalam pengambilan 
keputusan memperlihatkan kegagalan implementasi prinsip ini (Wahyudi, 2018). 

Dengan demikian, diperlukan reformulasi mekanisme konsultatif 
antarwilayah, khususnya dalam konteks otonomi khusus. Tanpa itu, relasi antara 
warga dengan negara akan terus mengalami degradasi, dan nilai-nilai 
kewarganegaraan akan kehilangan maknanya di mata masyarakat terdampak. 
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Lemahnya Responsivitas Birokrasi terhadap Aspirasi Lokal 
Hasil penelitian juga menegaskan bahwa birokrasi pemerintah pusat, 

khususnya Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan tingkat responsivitas yang 
rendah terhadap aspirasi dan protes dari Pemerintah Provinsi Aceh dan 
masyarakat pesisir. Surat keberatan, petisi warga, dan mediasi informal yang 
dilakukan sejak 2022 tidak menghasilkan klarifikasi ataupun evaluasi ulang dari 
kebijakan tersebut. 

Observasi terhadap arsip surat menyurat antara Pemprov Aceh dan 
Kemendagri menunjukkan bahwa tidak ada balasan substantif dari pusat, bahkan 
setelah beberapa kali media lokal dan nasional mengangkat isu ini. Hal ini 
memperkuat klaim bahwa birokrasi masih bekerja dalam kerangka normatif dan 
tidak adaptif terhadap dinamika sosial-politik lokal. 

Menurut prinsip NPA, responsivitas birokrasi menjadi tolak ukur 
keberhasilan pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2003). Birokrasi yang 
responsif tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga menyerap, mengelola, dan 
merespons aspirasi rakyat. Dalam kasus ini, absennya tindakan proaktif dari 
pemerintah pusat menjadi indikator lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan. 

Wawancara dengan seorang mantan pejabat Bappeda Aceh menyebutkan 
bahwa persoalan utama adalah masih kuatnya paradigma pusatistik dalam 
penanganan konflik administratif. Pemerintah pusat cenderung memaksakan 
regulasi tanpa mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat lokal yang 
sangat kental dengan identitas wilayah. 

Kuesioner kepada ASN dan perangkat desa di Kecamatan Pulau Banyak 
Barat menunjukkan bahwa 65% dari mereka tidak mengetahui status final wilayah 
mereka, termasuk dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini berdampak 
langsung pada stagnansi perencanaan dan distribusi anggaran desa dari tahun 
2021 hingga 2023. 

Dalam konteks good governance, sikap birokrasi seperti ini mencerminkan 
pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penolakan untuk 
memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik membuat masyarakat 
semakin curiga terhadap motif politik di balik perubahan peta wilayah. 

Putnam (1993) dalam teorinya tentang tradisi kewargaan menekankan 
pentingnya kepercayaan sosial dalam keberhasilan institusi publik. Ketika 
masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan penjelasan yang memadai, 
maka kepercayaan terhadap institusi akan terkikis secara perlahan tapi pasti. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi Indonesia masih 
jauh dari semangat demokratis partisipatif yang diusung oleh paradigma NPA. 
Diperlukan reformasi struktural dalam budaya kerja birokrasi agar lebih terbuka, 
empatik, dan solutif terhadap persoalan publik yang bersifat kontekstual dan 
sensitif secara politik serta kultural. 

 
Pengabaian terhadap Kekhususan dan Desentralisasi Aceh 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengalihan empat pulau ke 
wilayah Sumatera Utara bertentangan dengan prinsip kekhususan Aceh yang 
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telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh. Pemerintah pusat dianggap telah mengabaikan kewenangan Aceh dalam 
menetapkan dan mengelola batas wilayah administratif yang menjadi bagian dari 
otoritas otonomi khusus. 

Wawancara dengan staf ahli bidang hukum Pemerintah Aceh 
mengungkapkan bahwa tidak ada pelibatan pihak Aceh dalam proses penetapan 
peta baru oleh Kementerian Dalam Negeri. Padahal, UU Pemerintahan Aceh 
secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk 
mengelola batas wilayah provinsinya melalui Qanun dan mekanisme konsultatif 
lainnya. 

Dokumen legal seperti Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan 
Wilayah secara eksplisit menyebut bahwa wilayah perbatasan harus diatur 
berdasarkan prinsip keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas lembaga. 
Ketika prinsip ini tidak dijalankan, maka kebijakan yang dihasilkan kehilangan 
legitimasi di mata masyarakat. 

Dalam perspektif NPA, penguatan otonomi lokal merupakan wujud dari 
birokrasi adaptif dan demokratis. Frederickson (1971) menekankan bahwa 
birokrasi harus mampu menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan 
konteks daerah. Sayangnya, kasus Aceh menunjukkan adanya kecenderungan 
sentralistik dalam implementasi kebijakan spasial yang melibatkan lebih dari satu 
daerah. 

Hasil observasi lapangan memperlihatkan adanya ketidakjelasan batas 
wilayah tidak hanya berdampak pada identitas sosial masyarakat, tetapi juga 
terhadap pelayanan publik. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan 
Puskesmas tidak tahu apakah mereka berada di bawah koordinasi Dinas dari 
Aceh atau Sumatera Utara. Hal ini memperburuk ketimpangan pelayanan dan 
koordinasi pemerintahan. 

Dalam FGD yang dilakukan di Sigulai, para kepala desa menyampaikan 
keresahan bahwa anggaran pembangunan desa tidak dapat dicairkan karena 
status administratif desa berada dalam sengketa. Hal ini menyebabkan stagnasi 
pembangunan, meningkatnya pengangguran, dan potensi konflik horizontal 
antarmasyarakat. 

Wahyudi (2018) menyatakan bahwa desentralisasi yang tidak disertai 
dengan kejelasan regulasi dan koordinasi antarlembaga hanya akan menimbulkan 
tumpang tindih kebijakan dan fragmentasi birokrasi. Kasus sengketa empat pulau 
menunjukkan bahwa prinsip otonomi Aceh hanya sebatas wacana hukum tanpa 
penerapan substantif dalam kebijakan nasional. 

Dengan demikian, pengabaian terhadap kekhususan Aceh bukan hanya 
melanggar regulasi, tetapi juga melemahkan semangat rekonsiliasi nasional yang 
dibangun pasca konflik. Pemerintah pusat perlu meninjau ulang pendekatan 
sentralistik dalam kebijakan wilayah dan lebih menghargai semangat 
desentralisasi substantif sebagaimana diamanatkan oleh NPA dan UU 
Pemerintahan Aceh. 
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Ketidakadilan Sosial dalam Akses dan Pelayanan Publik 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konflik batas wilayah 

berdampak langsung terhadap akses dan kualitas pelayanan publik masyarakat di 
pulau-pulau yang disengketakan. Banyak warga mengaku tidak mendapat 
layanan kesehatan, pendidikan, maupun administrasi kependudukan secara 
maksimal karena status wilayah mereka yang belum jelas secara hukum dan 
birokrasi. 

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah seperti 
Pulau Panjang dan Lipan, tidak ada petugas Puskesmas yang menetap karena 
dualisme koordinasi antara Aceh dan Sumut. Guru-guru honorer juga mengaku 
bingung karena tidak tahu siapa yang sebenarnya berwenang membayar honor 
mereka, apakah dari APBK Aceh atau APBD Sumatera Utara. 

Wawancara dengan seorang bidan desa menunjukkan bahwa ia sering kali 
tidak mendapatkan pasokan obat dan vaksinasi karena data wilayah kerjanya 
tidak muncul dalam sistem pemerintah daerah. Ketimpangan akses ini berakibat 
pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya angka kematian 
ibu dan bayi, serta turunnya partisipasi imunisasi dasar. 

Dalam kerangka teori NPA, pelayanan publik seharusnya tidak hanya 
efisien, tetapi juga adil dan berpihak pada kelompok rentan. Ketika masyarakat di 
wilayah pesisir Aceh tidak mendapatkan akses setara, maka negara telah gagal 
memenuhi prinsip keadilan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Denhardt dan 
Denhardt (2003). 

Kuesioner yang disebarkan kepada 40 kepala keluarga menunjukkan bahwa 
82% merasa mereka diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan warga di 
wilayah administratif yang tidak bersengketa. Mereka menyebutkan ketimpangan 
pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan sebagai bukti 
nyata marginalisasi. 

Ketidakadilan ini diperparah dengan minimnya representasi politik. Dalam 
pemilu 2024, sebagian besar warga di wilayah sengketa tidak mendapatkan 
undangan memilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di kedua 
kabupaten. Hal ini merupakan bentuk eksklusi politik yang bertentangan dengan 
prinsip inklusi dalam demokrasi partisipatif. 

Putnam (1993) mengingatkan bahwa keadilan sosial adalah prasyarat 
kepercayaan sosial yang membentuk modal sosial dalam masyarakat. Ketika 
negara gagal menjamin keadilan, maka ikatan antara masyarakat dan negara 
melemah, dan risiko munculnya disintegrasi sosial meningkat tajam. 

Dengan demikian, penyelesaian konflik ini harus memperhatikan dimensi 
sosial yang lebih luas, tidak sekadar administratif. Pemerintah perlu memastikan 
bahwa seluruh warga, termasuk di wilayah yang disengketakan, mendapatkan 
pelayanan publik yang adil dan setara sebagai hak dasar mereka sebagai warga 
negara. 
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Strategi Resolusi Sengketa Berbasis Nilai NPA 
Hasil penelitian merekomendasikan strategi penyelesaian konflik yang 

berbasis pada prinsip-prinsip New Public Administration, yaitu keadilan sosial, 
partisipasi publik, dan responsivitas birokrasi. Pendekatan teknokratik yang kaku 
telah terbukti tidak menyelesaikan akar masalah, bahkan memperparah 
fragmentasi sosial. 

FGD dengan tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi menyepakati 
pentingnya membentuk forum mediasi tripartit antara Pemerintah Aceh, 
Pemerintah Sumatera Utara, dan Kementerian Dalam Negeri. Forum ini harus 
bersifat deliberatif, terbuka, dan inklusif terhadap aspirasi masyarakat lokal. 
Prinsip partisipasi aktif warga merupakan prasyarat legitimasi keputusan publik. 

Wawancara dengan seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Syiah 
Kuala menyarankan pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan Spasial yang terdiri 
dari ahli hukum, sosiolog, dan perwakilan masyarakat adat. Tim ini bertugas 
menilai kembali dampak sosial dan hukum dari Permendagri No. 100 Tahun 2017 
secara holistik. 

Sebagai bagian dari resolusi, pemerintah juga perlu melibatkan lembaga 
adat dan Majelis Adat Aceh dalam proses identifikasi historis wilayah yang 
disengketakan. Hal ini sejalan dengan prinsip NPA yang mengakui kearifan lokal 
dan struktur sosial sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang 
demokratis (Rahmawati, 2020). 

Rekomendasi lain yang muncul dari hasil survei adalah pemanfaatan 
teknologi partisipatif seperti geo-mapping berbasis komunitas dan digital storytelling 
untuk mendokumentasikan sejarah dan kepemilikan wilayah dari perspektif 
warga. Inovasi ini memungkinkan peta administratif tidak hanya disusun dari 
atas, tetapi juga dari bawah (bottom-up). 

Putnam (1993) menekankan bahwa penyelesaian konflik berbasis tradisi 
kewargaan harus menciptakan rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap 
institusi publik. Dengan demikian, mediasi harus menghasilkan kesepakatan yang 
tidak hanya legal, tetapi juga moral dan sosial. 

Dalam konteks kebijakan, peninjauan ulang terhadap Permendagri No. 100 
Tahun 2017 menjadi keharusan. Evaluasi ini harus mempertimbangkan ulang 
prinsip desentralisasi dan kekhususan Aceh, serta menjamin tidak ada kelompok 
masyarakat yang dirugikan secara sistemik. 

Dengan menerapkan pendekatan berbasis nilai sebagaimana diajarkan 
dalam NPA, resolusi konflik dapat menjadi momentum untuk memperbaiki relasi 
negara dan warga. Kasus ini bukan sekadar sengketa wilayah, tetapi kesempatan 
untuk meneguhkan kembali nilai keadilan, keterbukaan, dan kebangsaan dalam 
praktik pemerintahan Indonesia. 
 
SIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa sengketa batas wilayah 
empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara bukanlah semata problem 
administratif, melainkan juga mencerminkan kegagalan struktural dalam 
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mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, partisipatif, dan responsif 
sebagaimana digariskan oleh paradigma New Public Administration (NPA). Hasil 
penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh Singkil mengalami erosi nilai 
kewarganegaraan akibat tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan 
keputusan, lemahnya responsivitas birokrasi pusat, serta pengabaian terhadap 
kekhususan dan kewenangan desentralisasi Aceh. Selain itu, dampak nyata dari 
konflik ini terlihat dalam bentuk ketidakadilan sosial dalam pelayanan publik 
serta hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka. Maka, untuk 
menyelesaikan sengketa ini secara berkelanjutan, dibutuhkan strategi resolusi 
berbasis nilai-nilai NPA yang melibatkan forum mediasi tripartit, penguatan 
lembaga adat, dan peninjauan ulang kebijakan pusat agar menjamin keadilan, 
rekognisi identitas lokal, dan restorasi kepercayaan antara negara dan warganya.  
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